
BUPATI GUNUNG MAS 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS 
NOMOR J.1 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS 
NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN 

DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA 
DI KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GUNUNG MAS, 

Menimbang bahwa untuk menindaklanjuti surat Kepala Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara Palangka Raya 
Nomor : S-1870/WPB.18/KP.0104/2019, tanggal 19 
Agustus 2019, Perihal Evaluasi Perka da Penyaluran 
Dana Desa Tahap III TA. 20 19 yang menyebutkan 
bahwa hasil evaluasi mengenai laporan realisasi 
penyerapan dan capaian outpu t serta mengenai 
sanksi da lam Perkada belum sesu a i sehingga perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nom or 8 Tahu n 
201 9 Ten ta ng Tata Cara Pembagian dan Penetapan 
Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten 
Gunung Mas Tahun Anggaran 2019; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
75, Tambahan Lemba ran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

2 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pemben tukan Kabupaten Katingan, Kabupaten 
Seruyan, Kabupaten Su kamara, Kabupaten 
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, 
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung 
Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi 
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Rep ublik Indonesia Nomor 
4180); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

4 . Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

6 . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahu n 20 14 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 20 l 4 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 
6321); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L 
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5864); 

10. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 225); 

11 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 2094); 

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 
Tahun 2016 ten tang Indeks Desa Membangun 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 300); 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
50/PMK.07 / 2017 tentang Pengelolaan Transfer 
ke Daerah dan Dana Desa (Betita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) 
sebagaimana telah ctiubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
225/PMK.07 /2017 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer 
Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 
Tahun 2017 tentang Kade dan Data Wilayah 
Administrasi Pemerintahan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955); 

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 
Tahun 2018 ten tang Penetapan Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
1448); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 611); 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
193/PMK.07 /2018 tentang Pengelolaan Dana 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 1838); 
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18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas 
Nomor 3 Tahun 20 16 tentang Pemerintahan 
Desa (Lernbaran Daerah Kabupaten Gunun g 
Mas Tahun 2016 Nomor 231 , Tambahan 
Lem baran Daerah Kabupaten Gunung Mas 
Tahun 2016 Nomor 231.a); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas 
Nomor 8 Tahun 20 16 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Gu n ung Mas (Lembaran Daer ah Kabupaten 
Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 236, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Gunung Mas Nomor 236.a); 

20. Peraturan Oaerah Kabupaten Gunung Mas 
Nomor 14 Tahun 201 8 ten tang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019 (Lembaran Oaerah Kabupaten 
Gunung Mas Tahun 2017 Nomor 263, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Gu nung Mas Nomor 263.a); 

2 1. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 28 
Tahu n 20 18 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019 (Serita Daerah Kabupaten 
Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 437) 
sebagairnana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Gunung Mas Nomor 28 Tahun 2018 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah 
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 
447); 

22. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 8 Tahun 
20 19 ten tang Tata Cara Pengalokasian dan 
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di 
Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 
20 19 (Serita Daerah Kabupaten Gunung Mas 
Tahun 2019 Nomor 445); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS NOMOR 
8 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA 
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA 
DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN GUNUNG 
MAS TAHUN ANGGARAN 2019. 
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PASAL I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 8 
Tahun 2019 ten tang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Rincian 
Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 
2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 445), 
diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) da1am Pasal 13 diubah, sehingga 
Pasal 13 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 13 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan 
capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada 
Bupati. 

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 

tahun anggaran sebelumnya; 
b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 

tahap I; dan 
c. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 

sampai dengan tahap II. 
(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 

tahun anggaran sebelurnnya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun 
anggaran berjalan. 

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 
tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
disampaikan paling lambat minggu ke empat bulan Juni tahun 
anggaran berjalan. 

(5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 
Tahap lI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran 
berjalan. 

(6) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas 
waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan 
pemutakhiran capaian output kepada Bupati. 

2. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (4) dalam Pasal 14 diubah, 
sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 14 

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal: 
a . Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5); 
b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 

sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/ a tau I 
c. terdapat usulan penundaan dari Aparat Pengawas Intern 

Pemerintah (APIP) berdasarkan hasil pemeriksaan reguler 
ataupun pemeriksaan khusus terhadap Peinerintah Desa I\.., 
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yang bersangkutan, sesuai ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku. 

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana 
Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa 
di RKD tahun anggaran sebelumnya. 

(3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya 
lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada 
tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan. 

(4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun 
anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 
sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), 
penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana 
Desa di RKUD. 

(5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala 
KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. 

(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran 
beriku tnya. 

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c 
disampaikan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) 
dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan 
penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa. 

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala 
KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 
sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9. 

PASALII 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Gunung Mas. 

Diundangkan di Kuala Kurun 
pada tanggal 31 Oktober 2019 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN GUNUNG MAS, 

ttd 

YANSITERSON 

Ditetapkan di Kuala Kurun 
pada tanggal 31 Oktober 2019 
BUPATI GUNUNG MAS, 

ttd 

JAYA SAMAYA MONONG 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

• 

GU ,SH 
NIP. 19651110 1 9203 1 013 

SERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 019 NOMOR 464 


